
 

 

BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 16 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 3 TAHUN 2016  

TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT,                                                     

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang  : a.  bahwa dalam upaya penataan dan pembinaan pasar rakyat, 

pusat perbelanjaan dan toko swalayan di wilayah            
Kabupaten Garut guna menumbuhkan iklim kondusif, 

bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum 
bagi seluruh warga masyarakat, Pemerintah Daerah telah 
menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 3                 

Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, 

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; 

b. bahwa sehubungan ada penambahan beberapa materi, maka 

Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam              

huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan                   
Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan 
Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko 

Swalayan; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan  
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     
Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan                    

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020                
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004                  
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 132) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38                   

Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6760); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007            
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan                    

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020                

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan                      
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020                 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014                 
Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan                    
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020               
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 
Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4742); 

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/4/2014 

tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, 
Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang 
Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, 

Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 

tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Garut (Lembaran 

Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 2); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut               
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut               

Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah             
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut 

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 
Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah                 

Nomor 1);  

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); 
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut  

Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9              
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah                    

Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10); 

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut                     

Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 
Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut 

(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 3 TAHUN 2016 
TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, 

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN. 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan 

(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Garut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan 

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Daerah                
Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 57) diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

1. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 27A 

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, setiap pedagang                

di Pasar Rakyat berkewajiban: 

a. mentaati segala kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 

b. menempati tempat jualan sesuai dengan hak dan peruntukannya; 

c. menjual barang sesuai zonasi komoditas (jenis dagangan); 

d. mengatur barang dagangan beserta kelengkapannya secara rapi dan 
teratur sehingga tidak mengganggu aktifitas dan lalu lintas orang dan 

barang di Pasar Rakyat; 

e. melaporkan setiap kerusakan bangunan kepada Kepala SKPD yang 
bertanggung jawab di bidang perdagangan melalui koordinator Pasar 

Rakyat yang bersangkutan; 
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f. melaporkan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang bertanggung jawab 

di bidang perdagangan apabila bermaksud menghentikan pemanfaatan 

kios atau los paling lama 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian; 

g. mentaati tata tertib yang telah disepakati bersama antara pengguna Pasar 

Rakyat dan/atau pengelola; dan  

h. membayar biaya retribusi, biaya pemakaian listrik, air, biaya kebersihan, 
biaya keamanan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 28A 

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pelaku Usaha Pasar 

Rakyat dilarang: 

a. Pedagang:  

1. menutup kios atau los atau lapak yang menjadi haknya selama               
14 (empat belas) hari secara berturut-turut atau 30 (tiga puluh) hari 

dalam satu tahun secara kumulatif; 

2. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan 
jenis dagangan dalam surat izin dan melanggar zonasi komoditi yang 

telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan 

Sumber Daya Mineral; 

3. menyewakan kios atau los atau selasar, koridor atau gang kepada 

pihak lain; 

4. melakukan aktifitas jual beli pada kios atau los atau lapak atau lahan 

pasar yang bukan haknya; 

5. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok 

masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk 

tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat; 

6. menggunakan/memanfaatkan kios atau los atau lapak tanpa surat 
keterangan hak pemanfaatan dari SKPD yang bertanggung jawab                 

di bidang perdagangan; 

7. menggunakan kios atau los untuk menyimpan barang dagangan 

dalam waktu yang lama (gudang); dan 

8. menjualbelikan surat hak pemanfaatan yang dimiliki kepada pihak 
lain, kecuali apabila pasar yang dibangun dan direvitalisasi oleh pihak 

swasta atau dengan perjanjian bangun guna serah; 

9. menjaminkan surat hak pemanfaatan yang dimiliki sebagai agunan 
kepada pihak/lembaga pemberi modal, kecuali apabila pasar yang 

dibangun dan direvitalisasi oleh pihak swasta atau dengan perjanjian 

bangun guna serah; 

10. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan 

dan keamanan Pasar Rakyat. 

b. Orang atau badan:  

1. menginap dan/atau bertempat tinggal; 

2. melakukan praktek rentenir; 

3. melakukan praktek percaloan; 
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4. menggelandang, mengemis, dan mengamen; 

5. mengasong; 

6. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan 

terganggunya aktifitas pasar; 

7. melakukan kegiatan jual beli atau berdagang di area koridor, gang, 

tangga, area parkir, jalan dan fasilitas umum; 

8. membuang/menempatkan sampah dan benda-benda lainnya yang 

dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar; 

9. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya; 

10. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan 

ketertiban umum; 

11. membawa atau menyimpan kendaraan baik bermotor maupun tidak 

bermotor di lorong-lorong atau ke dalam pasar kecuali di tempat yang 

telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar; dan 

12. menyalurkan aliran listrik, air ke dalam kios, los, selasar, koridor 

atau gang tanpa persetujuan dari Kepala SKPD yang bertanggung 

jawab di bidang perdagangan. 

3. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 37 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan 

Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. 

(2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD yang bertanggung 

jawab di bidang perdagangan. 

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. peningkatan profesionalisme pengelola; 

b. peningkatan kompetensi pelaku usaha; 

c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik; 

d. pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban; 

e. penerapan perlindungan konsumen; dan  

f. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan. 

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilaksanakan dengan cara: 

a. berkala; dan 

b. khusus. 

(5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
SKPD yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dapat dibantu oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja. 

(6) SKPD yang bertanggung jawab di bidang perdagangan melaporkan hasil 

pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) kepada Bupati secara periodik atau sewaktu-waktu apabila 

dibutuhkan. 
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4. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 39 

Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan, Bupati dapat: 

a. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang baik, 

dengan tujuan; 

1. mewujudkan keberadaan pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman 

dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan; 

2. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan; 

3. memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat; 

4. meningkatkan peran Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi yang 

produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber 
pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik                

di sektor perdagangan; dan 

5. memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap 

pasar, pedagang, konsumen dan entitas ekonomi lainnya. 

b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap pedagang para pedagang 

di Pasar Rakyat; 

c. fasilitasi kerjasama antara pedagang Pasar Rakyat dan pemasok; dan/atau 

d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar 

Rakyat; 

e. melaksanakan pola kemitraan dengan pihak swasta dan/atau Badan 
Usaha Milik Daerah untuk pengelolaan Pasar Rakyat yang dikelola oleh 

Pemerintah Daerah; dan 

f. membentuk manager pengelola pasar untuk melakukan kegiatan 

pengelolaan pasar milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang perdagangan;  

g. manager pengelola pasar sebagaimana dimaksud pada huruf f melakukan 

kegiatan operasional dan bertanggung jawab mengenai: 

1) keamanan dan ketertiban; 

2) kebersihan dan penanganan sampah; 

3) perparkiran; 

4) pemeliharaan sarana dan prasarana; dan  

5) penanggulangan kebakaran. 

5. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut: 

Pasal 43 

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini 

dikenai sanksi administrasi berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara/penyegelan tempat usaha; 

c. pembekuan izin usaha atau surat keterangan hak pemanfaatan kios 

dan/atau los; dan 

d. pencabutan izin usaha atau surat keterangan hak pemanfaatan kios 

dan/atau los. 
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(2) Penghentian sementara/penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara 
tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

kerja. 

(3) Pembekuan izin usaha atau surat keterangan hak pemanfaatan kios 

dan/atau los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan 
apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin 

usaha dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Pencabutan izin usaha atau surat keterangan hak pemanfaatan kios 
dan/atau los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan 

apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin 

usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

Ditetapkan di Garut 

pada tanggal 22 - 3 - 2022 

 B U P A T I  G A R U T, 

t t d 

  RUDY GUNAWAN 

Diundangkan di Garut 

pada tanggal 22 - 3 - 202224 - 11 - 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

                          t t d  

                N U R D I N   Y A N A 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 
TAHUN 2022 NOMOR 16 
 
 
 


